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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Hukum Pajak
Internasional ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Buku ini
disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif
mengenai salah satu cabang hukum pajak yang semakin krusial di era
globalisasi, di mana transaksi ekonomi lintas negara menjadi
fenomena yang lazim dan terus berkembang.

Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa
literatur yang mengupas topik perpajakan internasional secara
komprehensif di Indonesia masih tergolong terbatas. Padahal,
pengetahuan mengenai subjek ini sangat dibutuhkan oleh berbagai
kalangan. Mulai dari para akademisi, mahasiswa, praktisi perpajakan,
pelaku usaha, konsultan, hingga para pembuat kebijakan, semuanya
perlu memahami bagaimana hukum pajak nasional berinteraksi
dengan unsur-unsur asing dalam transaksi internasional.

Hukum pajak internasional sendiri bukanlah hukum yang berdiri
sendiri, melainkan merupakan hukum pajak nasional yang memiliki
dimensi lintas batas. Seperti dikemukakan oleh para ahli, hukum pajak
internasional pada hakikatnya adalah kesatuan kaidah, baik yang
berasal dari peraturan nasional yang mengandung unsur asing,
maupun yang berasal dari traktat antarnegara dan prinsip-prinsip
yang diterima oleh negara-negara di dunia, untuk mengatur persoalan
perpajakan yang mengandung unsur asing, baik dari sisi subjek
maupun objeknya. Dengan demikian, pemahaman yang utuh tentang
hukum pajak internasional menjadi fondasi penting bagi setiap negara
dalam melindungi hak pemajakannya sekaligus menciptakan iklim
investasi yang kondusif.

Buku ini disusun secara sistematis dengan harapan dapat menjadi
panduan yang mudah dipahami. Ruang lingkup pembahasan meliputi
berbagai aspek mendasar, seperti subjek dan objek pajak dalam
perspektif internasional, yurisdiksi pemajakan, sumber-sumber
hukum pajak internasional, esensi dan struktur Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta berbagai metode untuk
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menghindari atau mereduksi pajak berganda. Selain itu, pembahasan
juga  mencakup  isu-isu  kontemporer  seperti transfer
pricing, Controlled Foreign Corporation (CFC), Beneficial Owner, Treaty
Shopping, dan praktik penghindaran pajak lainnya yang semakin
kompleks seiring dengan perkembangan ekonomi digital dan bisnis
lintas negara.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan
menjadi sumbangsih yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum
pajak di Indonesia, serta membantu para pembaca dalam memahami
dan menavigasi kompleksitas perpajakan internasional.

Salam,
Tim Penulis
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Konsep Dasar Dan Pengantar Hukum Pajak Internasional

Latar Belakang dan Urgensi Hukum Pajak Internasional
Perkembangan globalisasi ekonomi telah mengubah secara
fundamental hubungan ekonomi antarnegara. Arus perdagangan
internasional, investasi lintas batas, mobilitas modal, perkembangan
perusahaan multinasional (multinational enterprises/MNEs), serta
transformasi ekonomi digital telah menghilangkan batas-batas
geografis yang selama ini menjadi dasar pemajakan konvensional.
Aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas pada wilayah suatu negara,
melainkan berlangsung secara simultan di berbagai yurisdiksi
sehingga menimbulkan persoalan mengenai negara mana yang berhak
mengenakan pajak atas suatu penghasilan. Dalam konteks tersebut,
hukum pajak internasional hadir sebagai seperangkat norma, prinsip,
dan mekanisme yang mengatur pembagian hak pemajakan
antarnegara sekaligus mencegah timbulnya sengketa yurisdiksi
perpajakan.

Secara konseptual, hukum pajak internasional berkembang untuk
menjawab dua persoalan utama, yaitu pemajakan berganda (double
taxation) dan tidak dipajakinya penghasilan sama sekali (double non-
taxation). Kedua kondisi tersebut sama-sama menimbulkan distorsi
ekonomi. Double taxation dapat menghambat investasi internasional
karena wajib pajak dikenai pajak lebih dari satu kali atas objek pajak
yang sama, sedangkan double non-taxation membuka ruang bagi
praktik penghindaran pajak (tax avoidance) melalui pemanfaatan
perbedaan sistem perpajakan antarnegara. Oleh karena itu, sejak awal
abad ke-20, masyarakat internasional mengembangkan model
pembagian hak pemajakan melalui tax treaty yang pada dasarnya
mendistribusikan kewenangan pemajakan antara negara domisili
(residence state) dan negara sumber (source state).

Dalam perkembangannya, rezim perpajakan internasional
tradisional menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Globalisasi menyebabkan modal dan aset tidak berwujud menjadi
sangat mudah dipindahkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah
(tax havens). Perusahaan multinasional kemudian memanfaatkan
perbedaan regulasi domestik maupun ketentuan perjanjian
penghindaran pajak berganda untuk melakukan Base Erosion and

Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
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Profit Shifting (BEPS), yaitu pengalihan laba ke negara yang
mengenakan pajak rendah tanpa disertai aktivitas ekonomi yang
sebanding. Kondisi ini mengakibatkan erosi basis pajak di banyak
negara, terutama negara berkembang yang sangat bergantung pada
penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan
internasional yang dibangun hampir satu abad lalu tidak lagi
sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik ekonomi global
modern.

Bagi Indonesia, urgensi mempelajari hukum pajak internasional
semakin meningkat seiring dengan semakin terbukanya
perekonomian nasional. Indonesia merupakan negara tujuan investasi
asing sekaligus pasar digital yang sangat besar. Kondisi tersebut
menyebabkan berbagai transaksi lintas batas semakin intensif, baik
melalui perdagangan elektronik, penyediaan jasa digital, pemanfaatan
kekayaan intelektual, maupun aktivitas perusahaan multinasional.
Tanpa kerangka hukum pajak internasional yang memadai, Indonesia
berpotensi kehilangan hak pemajakan atas penghasilan yang secara
ekonomi dihasilkan dari aktivitas di wilayah Indonesia. Selain
memiliki dimensi fiskal, hukum pajak internasional juga memiliki
dimensi kedaulatan negara. Hak pemajakan merupakan manifestasi
dari kedaulatan negara dalam memperoleh penerimaan untuk
membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Hukum pajak internasional berfungsi sebagai mekanisme
koordinasi antarnegara agar pelaksanaan yurisdiksi pemajakan tetap
menghormati kepentingan negara lain, menghindari konflik
kewenangan, serta menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak
internasional. Dengan demikian, hukum pajak internasional menjadi
salah satu cabang hukum yang memiliki peran strategis dalam
mendukung stabilitas sistem perpajakan global, meningkatkan
kepatuhan pajak, sekaligus menciptakan keseimbangan antara
kepentingan negara sumber, negara domisili, dan pelaku usaha
internasional. Melihat perkembangan tersebut, urgensi hukum pajak
internasional pada masa kini tidak lagi terbatas pada penyelesaian
persoalan teknis perpajakan lintas negara, melainkan telah
berkembang menjadi instrumen utama dalam menjaga keadilan
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Akar Historis Pemajakan Lintas Negara

1. Pemajakan dalam Perdagangan Antarwilayah pada Masa Awal
Pemajakan atas aktivitas perdagangan lintas wilayah telah dikenal
sejak masa kerajaan-kerajaan kuno yang mengatur arus barang
antarwilayah kekuasaan. Raja dan penguasa wilayah menetapkan
pungutan terhadap barang yang masuk dan keluar dari pelabuhan
serta pasar utama. Sistem pungutan tersebut berfungsi sebagai
sumber pendapatan negara dan alat pengendali ekonomi wilayah
(Durak, 2021). Negara dalam konteks modern dapat dikaitkan
dengan prinsip kedaulatan fiskal sebagaimana tercermin dalam
Pasal 23A UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-
undang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa praktik awal
pemajakan memiliki relevansi dengan prinsip hukum pajak
nasional saat ini.

Perdagangan antarwilayah pada masa awal berkembang
melalui jalur darat dan laut yang menghubungkan pusat-pusat
ekonomi tradisional. Penguasa wilayah menetapkan bea masuk
terhadap barang dagangan yang melewati perbatasan
administratif. Pedagang wajib membayar pungutan sebelum
barang dipasarkan di wilayah tujuan. Prinsip pemungutan tersebut
mencerminkan konsep yurisdiksi teritorial yang dalam hukum
pajak modern dikenal sebagai source principle. Prinsip tersebut
kemudian diadopsi dalam sistem perpajakan internasional untuk
menentukan hak pemajakan negara (Durak, 2021).

Kekaisaran besar pada masa lampau seperti Romawi dan
Tiongkok menerapkan sistem pungutan yang lebih terstruktur
terhadap perdagangan lintas provinsi. Aparat kerajaan mengawasi
pergerakan barang dan menetapkan tarif tertentu berdasarkan
jenis komoditas. Sistem administrasi tersebut bertujuan menjaga
stabilitas ekonomi dan keamanan jalur perdagangan (Sholeh,
2017). Konsep pengawasan tersebut dapat dikaitkan dengan fungsi
administrasi perpajakan modern sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pengaturan ini menunjukkan kesinambungan antara praktik

historis dan sistem hukum pajak saat ini.
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Jalur perdagangan internasional awal seperti Jalur Sutra
memperlihatkan adanya interaksi fiskal antarwilayah yang
berbeda kedaulatan. Setiap wilayah yang dilalui pedagang
menerapkan pungutan sesuai kebijakan lokal yang berlaku.
Kondisi tersebut menimbulkan biaya transaksi yang tinggi bagi
pelaku perdagangan lintas wilayah. Situasi ini menggambarkan
masalah economic double burden yang dalam konteks modern
dikenal sebagai pajak berganda ekonomis. Prinsip penghindaran
pajak berganda kemudian menjadi dasar dalam pembentukan
perjanjian pajak internasional (OKTAVIANI, 2025).

Perkembangan sistem pungutan perdagangan menunjukkan
bahwa negara sejak awal telah menggunakan pajak sebagai
instrumen ekonomi dan politik. Penguasa wilayah menetapkan
kebijakan fiskal untuk mengatur arus barang dan menjaga
kepentingan domestik. Kebijakan tersebut memberikan dasar bagi
munculnya konsep kedaulatan pajak dalam hukum internasional
modern. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menegaskan
pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara. Hal tersebut
menunjukkan kesinambungan historis antara praktik awal dan
hukum pajak modern.

Penerapan pungutan dalam perdagangan lintas wilayah juga
mencerminkan adanya hubungan ekonomi antara entitas politik
yang berbeda. Pedagang internasional pada masa awal harus
menyesuaikan diri dengan berbagai aturan fiskal di setiap wilayah
yang dilalui. Ketentuan tersebut menciptakan kebutuhan akan
sistem yang lebih terstandardisasi dalam pengenaan pajak lintas
negara. Hukum pajak internasional modern kemudian berkembang
untuk menjawab kebutuhan Kkepastian hukum tersebut.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa akar historis pemajakan
telah membentuk fondasi sistem perpajakan global saat ini.

2. Munculnya Konsep Yurisdiksi Pajak Negara
Negara modern membentuk yurisdiksi pajak sebagai dasar
kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak yang
memiliki keterkaitan dengan negara tersebut. Pemerintah
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Pengertian Asas Hukum dan Sumber Hukum

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata asas
berarti dasar hukum. Kata ‘asas’ merupakan padanan kata dari
‘beginsel’ dalam bahasa Belanda atau kata ‘principle’ dalam bahasa
Inggris. Jika kata asas digabungkan dengan kata hukum menjadi asas
hukum, maka dapat dimaknai sebagai ‘dasar hukum’. Asas hukum
merupakan sesuatu yang sangat mendasar dari dasar hukum. Oleh
sebab itu, asas hukum bukan merupakan hukum positif, akan tetapi
dapat melingkupi berbagai peraturan hukum. Seperti yang dijelaskan
Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum itu merupakan ‘jantungnya’
peraturan.

Asas hukum sebagai pengendapan hukum positif dalam suatu
masyarakat. Menurut Bellefroid, asas hukum merupakan norma dasar
yang dijabarkan dalam hukum positif, dan oleh ilmu hukum, asas
hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih universal. Oleh
sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial di
mana hukum itu tumbuh dan berkembang. Terkait hal itu , H.L.A. Hart
menjelaskan bahwa asas hukum tidak mempunyai kepastian
mengenai isi dan permanen; selain itu, asas hukum tidak dapat
dilepaskan dari dimensi sejarah dan asas di mana asas itu berasal.

Paul Scholten tidak mendefinisikan pengertian asas hukum, akan
tetapi menurut Scholten, asas hukum merupakan kecenderungan
yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum dan bersifat
universal. Begitu pula, van der Volden menjelaskan bahwa asas hukum
merupakan tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok
ukur dalam menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman
berperilaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukan merupakan
peraturan hukum yang konkret, akan tetapi merupakan pikiran dasar
umum yang merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret
yang berada di belakang setiap hukum yang menjelma dalam bentuk
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai
hukum positif dan dapat ditelusuri dengan mencari sifat-sifat umum
dalam peraturan yang konkret.

Oleh sebab itu jika mencermati berbagai pengertian atau
pandangan para ahli tersebut, maka dapat dikemukakan hal seperti:
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(i) asas hukum adalah norma yang tidak dapat dipisahkan dengan
kehidupan; (ii) asas hukum merupakan tolok ukur sekaligus menjadi
pedoman perilaku; (iii) asas hukum yang dikonkretkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan dan dalam bentuk putusan hakim;
(iv) asas hukum bukan merupakan kaidah hukum yang konkret
(Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2023:80-81).

Sumber hukum menurut van Apeldoorn memiliki empat makna,
yakni dalam arti historis, sosiologis, filsafati, dan formal. Sumber
hukum dalam arti historis mengandung makna sumber pengenalan
hukum berupa semua tulisan, dokumen dan lain sebagainya dari
mana hukum dapat dipelajari. Sumber hukum dalam arti historis
berarti sumber yang menjadi bahan bagi pembentuk undang-undang
untuk merumuskan undang-undang. Sumber hukum dalam arti
sosiologis terkait dengan faktor-faktor yang menentukan substansi
hukum positif, misalnya ekonomi, budaya, etnis, dan agama atau
kepercayaan. Sumber hukum dalam arti filsafati merupakan sumber
hukum yang mengandung makna sebagai sumber untuk memahami
hukum. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk memahami hukum
dengan parameter baik atau buruknya suatu hukum. Secara filsafati,
sumber hukum ini mengandung makna sumber kekuatan mengikat
hukum. Sumber hukum secara formal, berarti cara dan bentuk
timbulnya hukum positif yang berlaku pada suatu negara (van
Apeldoorn, 2011:75-77).

Zavenbergen menguraikan istilah sumber hukum yang sering
digunakan dalam beberapa pengertian, (i) sebagai asas hukum yang
berkaitan dengan permulaan suatu hukum. (ii) menunjukkan hukum
terdahulu menjadi bagian dari hukum yang berlaku. (iii) ketentuan
yang memberikan kekuatan berlaku secara formal. (iv) sumber dari
mana mengenal hukum. (v) sebagai sumber terjadinya hukum.

Sedangkan Agra membagi sumber hukum menjadi sumber
hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil
merupakan tempat di mana materi hukum atau sumber hukum itu
diambil, sedangkan sumber hukum formal adalah sumber di mana
hukum memperoleh kekuatan mengikat (Zainal Arifin Mochtar dan
Eddy O.S. Hiariej, 2023:67-68).
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Bayangkan seorang eksekutif teknologi yang berbasis di Singapura,
yang menerima royalti dari lisensi perangkat lunak yang dijual kepada
puluhan perusahaan di Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Pendapatan
ini berasal dari transaksi yang melintasi batas kedaulatan: sumbernya
berada di Indonesia, penerimanya berdomisili di negara lain, dan
otoritas pajak kedua negara merasa berhak mengenakan pajak
atasnya. Di sini, dua sistem hukum bertemu dan pada saat yang sama
bersaing dalam menentukan yurisdiksi perpajakan yang lahir dari
kedaulatan nasional Indonesia dan seperangkat aturan yang
disepakati antarnegara untuk mengatur perpajakan atas peristiwa
yang sama. Konvergensi keduanya tidak selalu mulus. Terkadang
keduanya saling memperkuat, terkadang saling bertentangan, dan
terkadang memaksa hakim, pembuat undang-undang, serta praktisi
hukum untuk memilih: hukum mana yang berlaku ketika kedua sistem
hukum tersebut mengatur objek kena pajak yang sama secara
terpisah.

Ini bukan sekadar pertanyaan teknis mengenai administrasi
perpajakan. Hal ini merujuk pada landasan teoretis hukum mengenai
perlakuan sistem hukum nasional terhadap norma-norma yang
berasal dari luar dirinya sendiri, serta batas-batas kedaulatan fiskal
suatu Negara terhadap arus modal, jasa, dan data yang semakin sulit
dikendalikan dalam batas-batas teritorial. Subbagian ini tidak
memperlakukan hubungan antara hukum pajak internasional dan
hukum pajak nasional sebagai dua kotak terpisah, melainkan sebagai
dua sisi dari koin yang sama: bagaimana suatu negara menangani
kewenangannya untuk memungut pajak ketika peristiwa ekonomi
yang dikenai pajak tidak berada di bawah yurisdiksi tunggal.

Kembali ke contoh eksekutif perusahaan teknologi tersebut, pada
kenyataannya sengketa-sengketa semacam ini jarang sampai ke
pengadilan. Lebih sering, kasus-kasus tersebut diselesaikan jauh
sebelum sampai ke pengadilan melalui lapisan-lapisan hukum yang
bekerja secara berurutan namun juga saling terkait, mulai dari
ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menentukan
apakah royalti yang bersangkutan pada dasarnya dikenakan pajak di
Indonesia, hingga apakah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
(DTT) berlaku antara Indonesia dan negara tempat tinggal penerima
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royalti, dan akhirnya apakah struktur penerima memenuhi syarat
sebagai pemilik manfaat sehingga mereka dapat menikmati tarif DTT
yang lebih rendah. Setiap lapisan pemeriksaan ini merupakan titik
temu nyata antara hukum perpajakan nasional dan hukum perpajakan
internasional, dan urutan penerapan keduanya merupakan fokus
utama subbagian ini.

Dua Sisi dari Koin yang Sama: Mendefinisikan Ulang Konsep
Hukum Pajak Internasional

Hukum perpajakan internasional bukanlah cabang hukum yang
terpisah dari hukum perpajakan nasional. Rochmat Soemitro, salah
satu pelopor pemikiran hukum perpajakan di Indonesia, menyatakan
bahwa hukum perpajakan internasional adalah keseluruhan aturan
perpajakan yang melibatkan unsur asing, baik pada subjek maupun
objeknya, termasuk ketentuan nasional mengenai perpajakan
terhadap penduduk asing, ketentuan nasional untuk menghindari
pajak berganda, serta perjanjian antarnegara (Soemitro, 1991).
Signifikansi definisi ini terletak pada kenyataan bahwa definisi
tersebut tidak menggambarkan hukum pajak internasional sebagai
sistem hukum yang berdiri sendiri dan beroperasi dalam ruang
hampa, melainkan sebagai perluasan dari hukum pajak domestik
terhadap peristiwa lintas batas.

Pendekatan inilah yang membedakan hukum pajak internasional
dari bidang-bidang lain dalam hukum internasional publik pada
umumnya. Dengan demikian, hukum laut internasional atau hukum
diplomatik diciptakan dan dikembangkan terutama berdasarkan
kebiasaan dan konvensi di antara negara-negara yang setara.
Sebaliknya, hukum pajak internasional muncul dari titik awal yang
secara fundamental berbeda. Setiap negara bebas menentukan sistem
perpajakannya sendiri berdasarkan prinsip kedaulatan fiskal, dan
perjanjian pajak hanyalah alat untuk menyelaraskan klaim pajak yang
tumpang tindih di antara negara-negara berdaulat. Gunadi
menggambarkan karakteristik ini dengan membagi objek hukum
pajak internasional menjadi tiga lapisan, yaitu aturan nasional yang
mengatur pemajakan subjek atau objek asing (hukum pajak eksternal
nasional), keseluruhan aturan pajak nasional dari negara-negara di

Fera Wulandari Fajrin




Hubungan Hukum Pajak Internasional Dengan Hukum Pajak Nasional

Daftar Pustaka
Agusman, D. D. (2010). Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori
dan Praktik Indonesia. Refika Aditama.

Agusman, D. D. (2022). Relevansi Monisme dan Dualisme bagi
Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia, (Vol. 3). Jurnal
Konstitusi.
https://jurnalkonstitusi.mkri.id /index.php/jk/article /view /1934

Anwar, C, & Burton, R. (t.t.). Reformasi Hukum Pajak atas Pelaksanaan
Transfer Pricing di Indonesia. 6(2). Diambil 26 Juli 2026, dari
https://www.researchgate.net/publication/405475425_Reformas
i_Hukum_Pajak_Atas_Pelaksanaan_Transfer_Pricing_di_Indonesia

Avi-Yonah, R. S. (t.t.). SUNT PACTA SERVANDA? THE PROBLEM OF TAX
TREATY OVERRIDES. 22(022). Diambil 24 Juli 2026, dari
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4098235

Gowda, N. K. (tt.). A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL
TAX AGREEMENTS’ IMPACT ON DEVELOPED AND DEVELOPING
COUNTRIES’ TAX POLICIES. 6(1). Diambil 25 Juli 2026, dari
https://www.njlrii.com/2026/02/comparative-analysis-of-
international.html

Gunadi. (tt). Pajak Internasional. Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.

Judijanto, L. (t.t.). Kepastian Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
5(01). Diambil 25 Juli 2026, dari
https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/downloa
d/3257/2440/18348

Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). TRANSFORMASI SISTEM
PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, INOVASI, DAN
KEBIJAKAN ADAPTIF. 4(4). https://journal.das-
institute.com/index.php/citizen-
journal/article/download/648/385/1327

Fera Wulandari Fajrin m



Hubungan Hukum Pajak Internasional Dengan Hukum Pajak Nasional

Soemitro, R. (1991). Hukum Pajak Internasional Indonesia:
Perkembangan dan Pengaruhnya. Eresco.

Fera Wulandari Fajrin



PROFIL PENULIS

kepakarannya tersebut.

Hubungan Hukum Pajak Internasional Dengan Hukum Pajak Nasional

Fera Wulandari Fajrin, S.H., M.H.

Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 dan
S2 di Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman dengan mendalami bidang
Hukum Internasional. Saat ini penulis
Kembali ke almamater sebagai Dosen ASN
di Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman. Sebagai jalan mewujudkan
karir sebagai dosen profesional, penulis
pun aktif sebagai peneliti dibidang

Email Penulis: ferawulandarifajrin@fh.unmul.ac.id

Fera Wulandari Fajrin

101



ﬁ'

BAB 5
PERAN ORGANISASI
INTERNASIONAL
DALAM PERPAJAKAN
GLOBAL

Tri Widiastuti, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya




Peran Or isasi Inter ional Dalam Perpajakan Global

Pendahuluan

Globalisasi ekonomi telah mengubah secara mendasar hubungan
antara negara, pasar, perusahaan multinasional, dan sistem
perpajakan. Sistem perpajakan klasik dibangun di atas asumsi bahwa
aktivitas ekonomi memiliki hubungan teritorial yang jelas, yaitu
subjek pajak dapat ditentukan berdasarkan domisili, objek pajak
dapat dilacak berdasarkan lokasi fisik, dan laba dapat dikaitkan
dengan keberadaan usaha di suatu yurisdiksi. Namun, asumsi tersebut
semakin sulit dipertahankan karena perdagangan lintas negara,
mobilitas modal, digitalisasi, rantai nilai global, dan aset tidak
berwujud memungkinkan nilai ekonomi diciptakan tanpa kehadiran
fisik yang memadai di negara pasar (Greggi, 2020; Ponomareva,
2022).

Dalam kondisi tersebut, negara tetap memiliki kedaulatan fiskal,
tetapi kemampuan praktis untuk menegakkan hak pemajakan
menjadi semakin terbatas. Perusahaan multinasional dapat mengatur
fungsi, risiko, aset, pembiayaan, hak kekayaan intelektual, dan laba
secara lintas yurisdiksi untuk mengurangi beban pajak global.
Akibatnya, hubungan antara lokasi kegiatan ekonomi riil dan lokasi
pelaporan laba menjadi semakin renggang, terutama melalui transfer
pricing, treaty shopping, penggunaan entitas hibrida, thin
capitalization, dan pemanfaatan yurisdiksi pajak rendah (Li, 2012;
Klassen et al., 2017; Tambunan, 2026).

Tantangan utama dalam perpajakan internasional modern adalah
praktik base erosion and profit shifting (BEPS). BEPS merujuk pada
strategi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke yurisdiksi
dengan pajak rendah, meskipun aktivitas ekonomi substansial
berlangsung di negara lain. Dalam ekonomi digital, masalah ini
semakin kompleks karena perusahaan dapat mencapai skala bisnis
besar tanpa kehadiran fisik yang signifikan, yang dikenal sebagai scale
without mass (Chaisse & Ji, 2018; Oguttu, 2020; Ponomareva, 2022).

Globalisasi juga memperkuat kompetisi pajak antarnegara.
Banyak negara menawarkan tarif pajak rendah, tax holiday, dan
insentif fiskal untuk menarik investasi asing, tetapi kompetisi yang
tidak terkendali dapat mendorong race to the bottom dan melemahkan
basis pajak korporasi. Bagi negara berkembang, masalah ini sangat

Tri Widiastuti

103



Peran Organisasi Internasional Dalam Perpajakan Global

penting karena mereka membutuhkan investasi asing sekaligus
penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik,
dan pencapaian Sustainable Development Goals (Oguttu, 2020; Titus,
2024).

Selain itu, globalisasi menimbulkan persoalan keadilan dalam
distribusi hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber.
Sistem  pajak internasional tradisional cenderung lebih
menguntungkan negara domisili, yang umumnya merupakan negara
maju, sedangkan negara sumber dan negara pasar, yang banyak
berasal dari negara berkembang, sering memperoleh hak pemajakan
yang lebih terbatas. Oleh karena itu, isu perpajakan global tidak hanya
bersifat teknis-administratif, tetapi juga menyangkut keadilan fiskal,
kedaulatan pajak, dan relasi antara Global North dan Global South
(Hearson, 2018; Magwape, 2024; Titus, 2024).

Atas dasar tersebut, kerja sama internasional menjadi kebutuhan
mendesak. Penghindaran pajak, pajak berganda, transfer pricing,
digital taxation, pertukaran informasi, dan kompetisi pajak tidak
dapat diselesaikan secara efektif oleh satu negara secara unilateral.
Karena itu, organisasi internasional seperti OECD, G20, United
Nations, Uni Eropa, dan forum regional memainkan peran penting
dalam membentuk standar, pedoman, model treaty, mekanisme peer
review, dan instrumen hukum yang menopang tata kelola perpajakan
global (Brosens & Bossuyt, 2020; Valderrama, 2023).

Konsep Global Tax Governance
Global tax governance dapat dipahami sebagai sistem tata kelola
multilevel dan multiaktor yang mengatur koordinasi perpajakan lintas
negara melalui perjanjian, soft law, standar global, mekanisme
pertukaran informasi, peer review, dan institusi internasional. Konsep
ini tidak hanya mencakup hukum pajak internasional dalam arti
sempit, tetapi juga mencakup proses politik, relasi kekuasaan,
kapasitas institusional, dan legitimasi dalam pembentukan norma
perpajakan global (Valderrama, 2023; Chaisse & Mosquera, 2023).
Secara historis, tata kelola perpajakan internasional berkembang
dari sistem bilateral berbasis perjanjian penghindaran pajak berganda
menuju sistem yang lebih kompleks dan multilapis. Pada tahap awal,
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Pendahuluan

Hukum pajak internasional dapat dipahami sebagai kumpulan norma
hukum, baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum
internasional, yang mengatur aspek perpajakan atas transaksi lintas
batas negara (cross-border transaction). Berbeda dengan hukum pajak
domestik yang berlaku dalam satu yurisdiksi tunggal, hukum pajak
internasional lahir dari titik temu (interface) antara dua atau lebih
sistem hukum pajak nasional yang masing-masing memiliki klaim
untuk mengenakan pajak atas objek pajak yang sama. Kondisi ini
melahirkan kebutuhan akan prinsip-prinsip hukum sebagai kaidah
penuntun (guiding principles) untuk mendistribusikan hak pemajakan
(taxing rights) antarnegara secara adil, menghindari pengenaan pajak
berganda (double taxation), sekaligus mencegah penghindaran pajak
(tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion).

Sebagai cabang ilmu hukum yang relatif muda dibandingkan
dengan hukum pajak domestik, hukum pajak internasional
berkembang dari kebutuhan praktis negara-negara untuk mengatur
lalu lintas modal, barang, jasa dan tenaga kerja yang semakin intensif
akibat globalisasi ekonomi. Hukum pajak internasional tidak dapat
disebut sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri secara independen
dari hukum pajak nasional, namun merupakan hasil dari harmonisasi
antara hukum pajak domestik dengan hukum internasional publik,
khususnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax
treaty. Oleh karena itu, pemahaman prinsip-prinsip hukum pajak
internasional menjadi pintu masuk penting sebelum mempelajari
lebih jauh mengenai teknis P3B, transfer pricing, serta ketentuan anti-
penghindaran pajak (anti-tax avoidance rules).

Prinsip hukum pajak internasional tidak lahir dalam ruang
hampa, melainkan merupakan hasil dari proses panjang antara dua
kepentingan besar, yaitu kepentingan negara pengekspor modal
(capital exporting countries) yang cenderung mempertahankan
prinsip domisili dan kepentingan negara pengimpor modal atau
negara berkembang (capital importing countries) yang cenderung
mempertahankan  prinsip sumber. Ketegangan ini yang
melatarbelakangi lahirnya prinsip-prinsip yang akan diuraikan dalam
sub bab ini, yaitu prinsip kedaulatan pajak (fiscal sovereignty), prinsip
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domisili (residence principle), prinsip sumber (source principle),
prinsip non-diskriminasi (non-discrimination), prinsip kewajaran
(arm’s length principle), prinsip kepemilikan manfaat (beneficial
ownership), prinsip itikad baik, prinsip resiprositas, prinsip kepastian
hukum (legal certainty) dan netralitas pajak (tax neutrality).

Prinsip hukum dalam hukum pajak internasional memiliki fungsi
ganda, yaitu sebagai sumber hukum (source of law) guna melengkapi
kekosongan pengaturan dalam P3B maupun undang-undang
domestik yang banyak ditemukan dalam civil law seperti di Indonesia
dan sebagai alat interpretasi (interpretative tool) bagi hakim maupun
otoritas pajak dalam menafsirkan ketentuan yang bersifat multitafsir.
Fungsi ganda berdampak pada pemahaman atas prinsip-prinsip
hukum pajak internasional tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga
memiliki relevansi praktis dalam penyelesaian sengketa pajak lintas
batas melalui pengadilan pajak domestik, prosedur persetujuan
bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP), maupun arbitrase
pajak internasional.

Prinsip Kedaulatan Pajak (Fiscal Sovereignty)

Titik tolak dari seluruh prinsip hukum pajak internasional adalah
doktrin kedaulatan negara (state sovereignty) dalam bidang fiskal.
Setiap negara sebagai subjek hukum internasional yang berdaulat
memiliki kewenangan penuh untuk menentukan sistem
perpajakannya sendiri, termasuk menentukan subjek pajak, objek
pajak dan tarif pajak yang berlaku dalam wilayah yurisdiksinya.
Kedaulatan ini bersifat teritorial (territorial sovereignty) sekaligus
personal (personal sovereignty), negara dapat mengenakan pajak atas
peristiwa ekonomi yang terjadi di wilayahnya dan juga atas subjek
hukum yang memiliki hubungan personal dengannya, seperti
kewarganegaraan atau domisili.

Terdapat dua teori besar yang menjadi pembenaran
(justification) bagi negara untuk memungut pajak lintas negara.
Pertama, benefit theory yang berangkat dari adagium ubi
emolumentum ibi onus (di mana ada manfaat, di situ ada beban),
mendasarkan hak pemajakan pada manfaat ekonomi yang dinikmati
wajib pajak dari suatu negara, sehingga mendukung prinsip sumber
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Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya globalisasi ekonomi dan teknologi,
aspek perdagangan internasional mengalami kemajuan yang
signifikan. Perusahaan multinasional (multinational
enterprises/MNESs) sebagai pelaku perdagangan secara tidak langsung
terdorong untuk menjalankan grup usahanya di berbagai negara
untuk memperoleh keuntungan, memperluas pangsa pasar (market
share), meningkatkan efisiensi manajemen rantai suplai serta
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan faktor produksi
secara global. Perusahaan multinasional membentuk struktur usaha
lintas yurisdiksi yang tidak berada di negara tempat entitas induk
utama (ultimate parent entity) melalui berbagai entitas seperti anak
perusahaan (subsidiary), cabang, maupun Bentuk Usaha Tetap
(Permanent Establishment) maupun adanya bentuk kepemilikan
saham perusahaan asosiasi (associated company) sehingga lingkupnya
bertransformasi menjadi subjek perusahaan terafiliasi (affiliated
company) dengan fungsi bisnis tertentu dalam satu kesatuan
kelompok usaha.

Adanya struktur usaha lintas yurisdiksi secara tidak langsung
mendorong adanya pola hubungan istimewa dalam suatu transaksi
seperti penjualan barang, pemberian jasa, pembiayaan tertentu,
hingga pengalihan aset tidak berwujud yang memiliki nilai transaksi
dan harga transfer tertentu. Keberadaan hubungan istimewa antara
subjek yang terafiliasi berpotensi mendorong penetapan harga
(transfer pricing) yang tidak didasarkan pada prinsip kewajaran. Hal
tersebut memunculkan berbagai problematika seperti pengalihan
laba (profit shifting) dan penggerusan basis pemajakan (base erosion)
di negara tempat kegiatan ekonomi yang sesungguhnya berlangsung.

Untuk memitigasi risiko tersebut, hukum pajak internasional
menggunakan prinsip arm's length principle atau prinsip kewajaran
dan kelaziman usaha sebagai prinsip dan standar internasional untuk
menentukan kewajaran harga transaksi subjek yang terafiliasi. Prinsip
tersebut menghendaki agar transaksi yang memiliki hubungan
istimewa diperlakukan seolah-olah dilakukan oleh pihak independen
dalam kondisi pasar yang sebanding. Dalam rezim transfer pricing
internasional, arm’s length principle merupakan standar fundamental
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yang diadopsi dalam Pasal 9 OECD Model Tax Convention dan
dijabarkan lebih lanjut dalam OECD Transfer Pricing Guidelines for
Multinational Enterprises and Tax Administrations. Dengan penerapan
prinsip tersebut, alokasi laba antar-entitas dalam satu grup MNE
diharapkan mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya
sehingga dapat meminimalkan praktik pengalihan laba dan
penggerusan basis pemajakan di berbagai yurisdiksi.

Hubungan Istimewa (Associated Enterprise)

1. Hubungan Istimewa Menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak
Berelasi
a. Pengertian Hubungan Istimewa

Terdapat beberapa konsep mengenai hubungan istimewa dalam

PSAK No. 224, antara lain:

1) Hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan pihak

yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan
keuangan dan operasi investee melalui keberadaan
pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh
signifikan (PSAK 224, 2024).
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan pihak
berelasi tidak semata-mata didasarkan pada hubungan
kepemilikan saham, melainkan pada adanya kemampuan
hukum maupun faktual untuk memengaruhi proses
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan
keuangan dan operasional suatu entitas. Dalam perspektif
hukum perusahaan dan hukum pajak, kemampuan tersebut
mencerminkan adanya hubungan pengendalian (control),
pengendalian bersama (joint control), atau pengaruh
signifikan  (significant  influence) yang berpotensi
memengaruhi independensi para pihak dalam menentukan
syarat dan kondisi suatu transaksi.

2) Suatu hubungan dengan pihak-pihak berelasi dapat
berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas
(PSAK 224, 2024).

Hubungan pihak berelasi dapat memengaruhi pembentukan
laba, beban, aset, maupun liabilitas suatu entitas karena
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Pendahuluan
Perkembangan globalisasi ekonomi telah mengubah secara
fundamental karakter hubungan ekonomi antarnegara. Liberalisasi
perdagangan, kemajuan teknologi informasi, digitalisasi sistem
keuangan, serta meningkatnya mobilitas modal telah memperluas
ruang lingkup aktivitas ekonomi yang tidak lagi dibatasi oleh batas-
batas yurisdiksi negara. Perusahaan multinasional, lembaga
keuangan, maupun individu dengan kekayaan tinggi kini dapat
melakukan investasi, menyimpan aset, dan menjalankan transaksi
keuangan melalui berbagai negara dengan tingkat kemudahan yang
belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, kondisi tersebut
mendorong pertumbuhan ekonomi global dan mempercepat arus
investasi internasional. Akan tetapi, di sisi lain, fenomena tersebut
juga menghadirkan tantangan serius bagi otoritas perpajakan karena
semakin kompleksnya upaya untuk mengidentifikasi objek pajak,
menentukan yurisdiksi pemajakan, serta memastikan kepatuhan
wajib pajak yang memiliki aktivitas lintas negara (Yonah, 2007).
Dalam perspektif hukum pajak internasional, globalisasi tidak
hanya memperluas aktivitas ekonomi, tetapi juga memperbesar
peluang terjadinya praktik penghindaran dan penggelapan pajak.
Perbedaan sistem perpajakan antarnegara, adanya yurisdiksi dengan
tarif pajak rendah atau bahkan tanpa pajak (tax haven), perlindungan
kerahasiaan perbankan yang kuat pada masa lalu, serta
perkembangan instrumen keuangan yang semakin kompleks telah
dimanfaatkan oleh sebagian wajib pajak untuk memindahkan
penghasilan maupun aset ke luar negeri dengan tujuan mengurangi
beban pajak. Praktik tersebut dilakukan melalui berbagai skema,
seperti penggunaan perusahaan cangkang (shell companies),
penyalahgunaan kepemilikan manfaat (beneficial ownership),
rekayasa harga transfer (transfer pricing), hingga pengalihan laba
(profit shifting). Akibatnya, negara mengalami kesulitan memperoleh
informasi yang memadai mengenai kepemilikan aset dan penghasilan
wajib pajak yang berada di luar wilayah yurisdiksinya sehingga
efektivitas pemungutan pajak menjadi menurun (OECD, 2013).
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa administrasi perpajakan
modern tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada kewenangan
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domestik suatu negara. Prinsip kedaulatan negara dalam pemungutan
pajak memang tetap menjadi dasar utama hukum pajak internasional,
namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realitas ekonomi
global yang bersifat lintas batas. Dalam konteks ini, informasi menjadi
aset yang sangat strategis. Kemampuan otoritas pajak untuk
memperoleh data mengenai kepemilikan rekening keuangan,
investasi, dividen, bunga, maupun penghasilan lainnya di luar negeri
merupakan prasyarat penting untuk menilai kepatuhan wajib pajak
secara objektif. Tanpa adanya mekanisme pertukaran informasi yang
efektif, ruang bagi praktik tax evasion dan aggressive tax planning akan
tetap terbuka, sehingga mengurangi kemampuan negara dalam
mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama
pembiayaan pembangunan (Arnold, 2019).

Perubahan paradigma tersebut semakin menguat setelah krisis
keuangan global tahun 2008. Krisis tersebut mendorong komunitas
internasional untuk mengevaluasi berbagai praktik kerahasiaan
keuangan  yang  selama  bertahun-tahun = memungkinkan
penyembunyian aset di luar negeri. Dalam berbagai pertemuan G20,
isu transparansi perpajakan ditempatkan sebagai salah satu agenda
strategis untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan internasional.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
(Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD)
kemudian memperoleh mandat untuk mengembangkan standar
internasional mengenai transparansi perpajakan dan pertukaran
informasi antar-otoritas pajak. Upaya tersebut melahirkan rezim baru
yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai norma utama
dalam tata kelola perpajakan global (OECD, 2017).

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan tersebut adalah
lahirnya Automatic Exchange of Information (AEOI) yang dibangun di
atas Common Reporting Standard (CRS) yang dikembangkan oleh
OECD bersama negara-negara anggota G20. Berbeda dengan
mekanisme pertukaran informasi berdasarkan permintaan (exchange
of information on request), AEOI memungkinkan otoritas pajak suatu
negara menerima informasi keuangan wajib pajak secara berkala,
sistematis, dan otomatis dari yurisdiksi mitra tanpa harus
mengajukan permintaan terlebih dahulu. Perubahan ini merupakan
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Pengertian Hukum Pajak Internasional

Hukum pajak internasional merupakan cabang hukum pajak yang
mengatur hubungan perpajakan yang mengandung unsur lintas
negara. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban negara dalam
mengenakan pajak terhadap subjek dan objek pajak yang memiliki
keterkaitan dengan lebih dari satu yurisdiksi. Tujuan utama hukum
pajak internasional adalah mencegah terjadinya pajak berganda
(double taxation), mencegah penghindaran pajak internasional
(international tax avoidance), serta menciptakan kepastian hukum
bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan ekonomi lintas negara.

Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak internasional adalah
keseluruhan kaidah hukum yang mengatur persoalan perpajakan
yang melibatkan lebih dari satu negara, baik berdasarkan ketentuan
hukum nasional maupun perjanjian internasional di bidang
perpajakan. Dengan demikian, hukum pajak internasional tidak hanya
bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga
dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), kebiasaan
internasional, serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam
praktik perpajakan internasional (Rochmat Soemitro, 1992).

Menurut Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji,
hukum pajak internasional pada dasarnya merupakan kombinasi
antara ketentuan hukum pajak domestik yang memiliki dimensi
internasional dan ketentuan yang berasal dari perjanjian perpajakan
internasional (tax treaty). Dengan demikian, hukum pajak
internasional tidak berdiri sebagai sistem hukum yang terpisah,
melainkan merupakan perpaduan antara hukum nasional dan hukum
internasional publik yang mengatur hak pemajakan antarnegara.
(Darussalam dkk, 2013)

Di Indonesia, hukum pajak internasional memperoleh dasar
hukum terutama melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU
PPh), ketentuan mengenai pengesahan perjanjian internasional, serta
berbagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang telah
disepakati dengan negara lain. Seiring berkembangnya globalisasi dan
ekonomi digital, hukum pajak internasional memiliki peran yang
semakin penting dalam menjamin keadilan pemajakan, mencegah
praktik penggerusan basis pajak (Base Erosion and Profit
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Shifting /BEPS), serta meningkatkan kerja sama antarnegara dalam
pertukaran informasi perpajakan.

Ruang Lingkup Hukum Pajak Internasional

Hukum pajak internasional memiliki ruang lingkup yang luas karena
mengatur berbagai aspek perpajakan yang mengandung unsur lintas
negara. Ruang lingkup tersebut mencakup ketentuan hukum nasional
yang mengatur transaksi internasional, perjanjian perpajakan
antarnegara, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang
berkaitan dengan pemungutan pajak. Pada dasarnya, hukum pajak
internasional bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum,
menghindari konflik yurisdiksi pemajakan, serta menjamin
pembagian hak pemajakan yang adil di antara negara-negara yang
berkepentingan. Salah satu ruang lingkup utama hukum pajak
internasional adalah penentuan yurisdiksi pemajakan. Setiap negara
memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak berdasarkan prinsip-
prinsip tertentu, yaitu asas domisili (residence principle), asas sumber
(source principle), dan, dalam beberapa negara, asas kewarganegaraan
(nationality principle). Penentuan yurisdiksi tersebut penting untuk
mengetahui negara mana yang berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari lintas
negara.

Ruang lingkup berikutnya adalah pengaturan mengenai subjek
dan objek pajak internasional. Hukum pajak internasional
menentukan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar
negeri, sekaligus mengatur jenis penghasilan yang dapat dikenakan
pajak oleh suatu negara. Pengaturan ini menjadi dasar dalam
menentukan kewajiban perpajakan bagi orang pribadi maupun badan
yang memperoleh penghasilan dari luar negeri atau menjalankan
kegiatan usaha lintas negara (Darusalam dkk, 2013).

Ruang lingkup lainnya mencakup penghindaran pajak
internasional (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), dan
penyalahgunaan perjanjian pajak (treaty shopping). Perkembangan
globalisasi ekonomi menyebabkan perusahaan multinasional
memiliki peluang untuk memindahkan laba ke negara yang
menerapkan tarif pajak rendah. Oleh karena itu, hukum pajak
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Etika Perpajakan dalam Sistem Hukum Pajak Internasional

1. Konsep Etika dalam Kepatuhan Pajak Global
Etika perpajakan dalam sistem internasional berkembang sebagai
bagian dari kebutuhan untuk menjaga keadilan dalam pemungutan
pajak lintas negara. Negara menempatkan pajak sebagai instrumen
utama pembiayaan pembangunan yang wajib dipatuhi oleh setiap
wajib pajak. UUD NRI 1945 Pasal 23A menegaskan bahwa pajak
dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan
undang-undang. Ketentuan tersebut memberikan dasar legal
bahwa kepatuhan pajak memiliki dimensi hukum sekaligus moral
dalam kehidupan bernegara. Sistem perpajakan modern menuntut
adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan perilaku etis
wajib pajak (Kusumawati, 2021).

Prinsip kejujuran menjadi dasar utama dalam kepatuhan pajak
global yang melibatkan transaksi lintas negara. Wajib pajak
memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan secara benar
sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana terakhir diubah mengatur kewajiban pelaporan yang
jujur dan lengkap. Ketentuan tersebut memperkuat kewajiban
moral dan hukum dalam sistem perpajakan nasional. Prinsip ini
juga sejalan dengan OECD Tax Morality Framework yang
menekankan integritas dalam kepatuhan pajak.

Prinsip kewajaran dalam perpajakan internasional mengatur
bahwa transaksi harus dilakukan berdasarkan nilai pasar yang adil.
Perusahaan multinasional wajib menerapkan standar arm’s length
principle dalam setiap transaksi antarpihak afiliasi. OECD Transfer
Pricing Guidelines memberikan pedoman untuk memastikan
bahwa harga transaksi tidak dimanipulasi untuk mengalihkan laba.
Ketentuan tersebut digunakan oleh banyak negara sebagai standar
evaluasi dalam audit pajak internasional. Prinsip kewajaran ini
bertujuan menjaga integritas basis pajak negara.

Tanggung jawab fiskal perusahaan multinasional mencakup
kewajiban untuk berkontribusi secara adil terhadap negara tempat
perusahaan beroperasi. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada
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keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban sosial terhadap
masyarakat dan negara. Konsep Corporate Social Responsibility
mengintegrasikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung
jawab sosial perusahaan (Naji, 2014). Undang-Undang Perseroan
Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengakui tanggung jawab sosial
dan lingkungan perusahaan. Ketentuan tersebut memperkuat
posisi etika dalam praktik bisnis global.

Etika perpajakan internasional juga dipengaruhi oleh prinsip
keadilan fiskal yang berkembang dalam hukum pajak global.
Negara berkembang menuntut distribusi hak pemajakan yang lebih
seimbang dalam sistem internasional. United Nations Model Double
Taxation Convention memberikan porsi pemajakan lebih besar
kepada negara sumber penghasilan. Prinsip tersebut
mencerminkan upaya menciptakan keseimbangan dalam
hubungan ekonomi global. Sistem ini menunjukkan bahwa etika
pajak tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural
antarnegara.

Penerapan etika dalam  kepatuhan pajak  global
memperlihatkan bahwa hukum pajak tidak hanya bersifat teknis,
tetapi juga normatif. Wajib pajak dan negara memiliki tanggung
jawab bersama dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil
dan berkelanjutan. Instrumen hukum nasional dan internasional
bekerja secara simultan dalam membentuk standar etika
perpajakan modern. OECD, PBB, dan berbagai perjanjian pajak
internasional menjadi rujukan dalam membangun sistem tersebut.
Perkembangan ini menegaskan bahwa etika merupakan fondasi
penting dalam hukum pajak internasional kontemporer.

. Tax Avoidance vs Tax Evasion dalam Perspektif Etika

Perbedaan antara tax avoidance dan tax evasion menjadi isu sentral
dalam etika perpajakan internasional modern. Negara
menempatkan keduanya dalam kategori yang berbeda
berdasarkan aspek legalitas dan moralitas tindakan wajib pajak.
Tax avoidance dipahami sebagai upaya meminimalkan beban pajak
melalui celah hukum yang masih sah. Tax evasion dipahami sebagai
tindakan melanggar hukum dengan cara menyembunyikan
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Tantangan Struktur Yurisdiksi Pajak di Era Globalisasi

1. Konflik Yurisdiksi Pajak antara Negara Sumber dan Negara
Domisili
Konflik yurisdiksi pajak muncul akibat perbedaan prinsip yang
digunakan negara dalam menentukan hak pemajakan atas suatu
penghasilan. Negara sumber menetapkan pajak berdasarkan lokasi
terjadinya aktivitas ekonomi (Tambunan, 2020). Negara domisili
menetapkan pajak berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan
wajib pajak. UUD NRI 1945 Pasal 23A menegaskan bahwa pajak
ditetapkan dengan undang-undang sebagai bentuk kedaulatan
fiskal negara. Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi setiap
negara untuk menerapkan prinsip pemajakan yang berbeda.

Negara sumber menggunakan prinsip pemajakan atas
penghasilan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi di wilayahnya.
Prinsip tersebut memberikan hak kepada negara untuk
mengenakan pajak atas laba yang timbul dari kegiatan usaha di
dalam negeri. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008 mengadopsi prinsip sumber dalam menentukan objek pajak.
Ketentuan tersebut memperkuat kewenangan negara dalam
mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia.
Prinsip ini menjadi dasar utama dalam banyak sengketa pajak
internasional.

Negara domisili menggunakan pendekatan pemajakan
berdasarkan tempat tinggal subjek pajak. Wajib pajak dalam negeri
dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari
dalam maupun luar negeri. Pasal 2 Undang-Undang Pajak
Penghasilan mengatur kriteria subjek pajak dalam negeri secara
jelas. Ketentuan tersebut menciptakan potensi tumpang tindih
dengan prinsip negara sumber. Situasi ini menjadi penyebab utama
terjadinya pajak berganda internasional (Maulana, 2022).

Pajak berganda internasional terjadi ketika dua negara
mengenakan pajak atas objek yang sama secara bersamaan.
Kondisi tersebut menimbulkan beban ekonomi bagi wajib pajak
yang melakukan kegiatan lintas negara. Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) Model Tax Convention
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digunakan sebagai acuan untuk mengurangi konflik pemajakan
tersebut. Konvensi tersebut mengatur pembagian hak pemajakan
antara negara sumber dan negara domisili. Sistem ini menjadi
instrumen utama dalam menyelesaikan konflik yurisdiksi pajak.

Sengketa pajak internasional sering muncul akibat perbedaan
interpretasi atas Kketentuan perjanjian pajak. Wajib pajak dan
otoritas pajak dapat memiliki pandangan berbeda mengenai hak
pemajakan yang berlaku. Undang-Undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan memberikan dasar penyelesaian sengketa
melalui mekanisme keberatan dan banding. Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda juga menyediakan mekanisme
Mutual Agreement Procedure untuk menyelesaikan konflik
antarnegara. Mekanisme ini memperkuat kepastian hukum dalam
sistem perpajakan internasional (Wibowo & Yulianingsih, 2023).

Konflik yurisdiksi pajak menunjukkan bahwa sistem
perpajakan internasional masih menghadapi tantangan dalam
harmonisasi aturan antarnegara. Negara tetap mempertahankan
kedaulatan fiskalnya sesuai Pasal 23A UUD NRI 1945. Instrumen
internasional seperti OECD Model Tax Convention berperan dalam
mengurangi ketidaksesuaian tersebut. Sistem kerja sama
antarnegara menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan hak
pemajakan global. Perkembangan ini menegaskan bahwa konflik
yurisdiksi merupakan isu utama dalam hukum pajak internasional
modern.

2. Keterbatasan Prinsip Tradisional Permanent Establishment
Konsep permanent establishment berkembang sebagai dasar
penentuan hak pemajakan negara atas kegiatan usaha lintas
negara. Negara menggunakan keberadaan fisik sebagai indikator
utama untuk menentukan apakah suatu entitas asing memiliki
kewajiban pajak di wilayahnya (Hashimy & Magoge, 2023). UUD
NRI 1945 Pasal 23A menegaskan bahwa pajak ditetapkan melalui
undang-undang sebagai bentuk kedaulatan fiskal negara.
Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi negara untuk
menentukan batas yurisdiksi pemajakannya. Sistem ini menjadi
fondasi awal dalam hukum pajak internasional tradisional.
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HUKUM PAJAK
INTERNASIONAL

Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa literatur yang
mengupas topik perpajakan internasional secara komprehensif di Indonesia
masih tergolong terbatas. Padahal, pengetahuan mengenai subjek ini sangat
dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari para akademisi, mahasiswa,
praktisi perpajakan, pelaku usaha, konsultan, hingga para pembuat kebijakan,
semuanya perlu memahami bagaimana hukum pajak nasional berinteraksi
dengan unsur-unsur asing dalam transaksi internasional. Hukum pajak
internasional sendiri bukanlah hukum yang berdiri sendiri, melainkanhukum
pajak nasional yang memiliki dimensi lintas batas. Seperti dikemukakan oleh
para ahli, hukum pajak internasional pada hakikatnya adalah kesatuan kaidah,
baik yang berasal dari peraturan nasional yang mengandung unsur asing,
maupun yang berasal dari traktat antarnegara dan prinsip-prinsip yang
diterima oleh negara-negara di dunia, untuk mengatur persoalan perpajakan
yang mengandung unsur asing, baik dari sisi subjek maupun objeknya. Dengan
demikian, pemahaman yang utuh tentang hukum pajak internasional menjadi
fondasi penting bagi setiap negara dalam melindungi hak pemajakannya
sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Buku ini disusun secara
sistematis dengan harapan dapat menjadi panduan yang mudah dipahami.
Ruang lingkup pembahasan meliputi: Berikut adalah daftar topik yang telah
digabungkan menjadi satu paragraf: (1) Konsep Dasar dan Pengantar Hukum
Pajak Internasional, (2) Sejarah Perkembangan Hukum Pajak Internasional, (3)
Asas-Asas dan Sumber Hukum Pajak Internasional, (4) Hubungan Hukum
Pajak Internasional dengan Hukum Pajak Nasional, (5) Peran Organisasi
Internasional dalam Perpajakan Global, (6) Prinsip Hukum Pajak Internasional,
(7) Arm's Length Principle dan Transfer Pricing dalam Transaksi Internasional,
(8) Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI) dan Kerja Sama Administrasi Pajak
Antarnegara, (9) Hukum Pajak Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia,
(10) Etika Perpajakan Internasional, Transparansi, dan Tata Kelola Perusahaan
Global, (11) Tantangan dan Arah Reformasi Hukum Pajak Internasional.
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